
 
BUPATI BANDUNG BARAT 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 
 

NOMOR 15 TAHUN  2024 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG 

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa  dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

Pemerintah yang yang baik, terbuka dan akuntabel telah 
ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 18 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi 
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah; 

b. bahwa dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan optimalisasi 
pengelolaan, pelayanan, informasi dan dokumentasi, 

perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Bandung Barat 
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4688); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan 

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 
Tahun 2019 Tentang Penyelanggaraan urusan 

Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan 
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1026); 

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 
9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 

2020 Nomor 8); 

10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 

Nomor 18); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG 

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH. 
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Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 20) 

diubah sebagai berikut :  

 

1. Ketentuan  Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 24 

dan angka 25 sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 

2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasna dalam 

sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah. 

8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, 
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, 
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 
teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik 

ataupun nonelektronik. 

9. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, 

penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan 
suara untuk bahan Informasi publik. 

10. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu 
badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 
penyelenggaraan badan publik lainnya serta Informasi lain 

yang berkaitan dengan kepentingan publik. 
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11. Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang 

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian 

atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja Daerah, sumbangan masyarakat, 
dan/atau luar negeri. 

12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang 
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang 

bertanggungjawab dalam pengumpulan, 
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, 

penyediaan, distribusi, dan pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah, yang 
terdiri dari PPID utama dan PPID Pembantu. 

13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu 
yang selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah pejabat 

struktural yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, 
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, 

penyediaan, distribusi dan pelayanan Informasi di 
lingkungan Perangkat Daerah. 

14. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID 

utama. 

15. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang 

selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola 
layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat 
SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan 

mengenai proses penyelenggaraan tugas PPID. 

17. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya 

disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan 
secara sistematis tentang seluruh Informasi dan dan 

Dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan 
Pemerintah Daerah tidak termasuk Informasi dan 
Dokumentasi yang dikecualikan. 

18. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang 
selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi publik dan berbagai Informasi 
dan Dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk 

memfasilitasi penyampaian Informasi dan dan Dokumentasi 
publik. 

19. Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya 

disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan Informasi 
dan Dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai 

dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 
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20. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang 

selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi 
gambaran umum kebijakan teknis Informasi dan 

Dokumentasi, pelaksanaan pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi. 

21. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi 

antara Badan Publik dengan pemohon Informasi Publik 
dan/atau pengguna Informasi Publik yang berkaitan 

dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi 
Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

22. Orang adalah Orang perseorangan, kelompok Orang, badan 
hukum, atau Badan Publik. 

23. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau 

badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan 
Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

24. Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk 

memperoleh         Informasi Publik dari Badan Publik. 

25. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi 
keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi  

Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, 
namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. 

 

2.  Pasal 2 dihapus 

3.  Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 5 

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala 

Informasi Publik. 
 

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit terdiri atas : 

a. Informasi tentang profil Badan Publik; 
b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan 

yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik; 

c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup 
Badan Publik; 

d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit; 
e. ringkasan laporan akses Informasi Publik; 

f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau 
kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi 
public yang dikeluarkan oleh Badan Publik; 

g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi 
Publik; 

h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan 
wewenang atau pelanggaran oleh badan publik; 

i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa; 
j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan 
k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur 

evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik. 
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(3) Informasi tentang profil Badan Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas : 
a. Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat 

lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, 
tugas dan fungsi Badan Publik serta kantor unit-unit di 

bawahnya; 
b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan 

Publik; 

c. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan 
kerja, profil singkat pejabat struktural; dan 

d. Laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah 
diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk 
diumumkan. 
 

(4) Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari: 

a. Nama program dan kegiatan; 
b. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan 

serta nomor telepon dan/ atau alamat yang dapat 
dihubungi; 

c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan; 

d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 
e. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber 

dan jumlah; 
f. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan 

Publik; 
g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung 

dengan hak-hak masyarakat; 

h. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau 
pejabat Badan Publik Negara; dan 

i. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada 
Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan 

Pendidikan untuk umum. 
 

(5) Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa uraian tentang 
realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan 

beserta capaiannya. 
 

(6) Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas: 
a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; 

b. Neraca; 
c. Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan 

keuangan yang disusun sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku; dan 

d. Daftar aset dan investasi. 
 

(7) Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas: 
a. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima; 

b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap 
Permintaan Informasi Publik; 
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c. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan 

baik Sebagian atau seluruhnya dan Permintaan 
Informasi Publik yang ditolak; dan 

d. Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik. 
 

(8) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau 
kebijakan yang mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf f paling sedikit terdiri atas: 

a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan 
perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan 

yang sedang dalam proses pembuatan; 
b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, 

dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau 
ditetapkan. 
 

(9) Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling sedikit 

terdiri atas: 
a. tata cara memperoleh Informasi Publik; dan 

b. tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian 
sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang 
bertanggungjawab yang dapat dihubungi. 

 
(10) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan 

wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas : 

a. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau 
pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; dan 

b. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau 

pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau 
perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan. 

 
(11) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i paling sedikit 
terdiri atas: 
 

a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum 
Pengadaan (RUP). 

 
b. tahap pemilihan, meliputi: 

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; 
3. Spesifikasi Teknis; 

4. Rancangan Kontrak; 
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data 

Kualifikasi; 
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar 

Data Pemilihan; 
7. Daftar Kuantitas dan Harga; 
8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; 

9. Gambar Rancangan Pekerjaan; 
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen 

Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan; 

11. Dokumen Penawaran Administratif; 
12. Surat Penawaran Penyedia; 
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13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

14. Berita Acara Pemberian Penjelasan; 
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi; 

16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; 
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; 
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 

19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ); 
20. Surat Perjanjian Kemitraan; 

21. Surat Perjanjian Swakelola; 
22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim 

Swakelola; 
23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of 

Understanding. 

 
c. tahap pelaksanaan, meliputi: 

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta 
Perubahan Kontrak yang tidak mengandung 

informasi yang dikecualikan; 
2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya 

mencantumkan informasi mengenai para pihak yang 

bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, 
alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai 

kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, 
lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, 

jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak; 
3. Surat Perintah Mulai Kerja; 
4. Surat Jaminan Pelaksanaan; 

5. Surat Jaminan Uang Muka; 
6. Surat Jaminan Pemeliharaan; 

7. Surat Tagihan; 
8. Surat Pesanan E-purchasing; 

9. Surat Perintah Membayar; 
10. Surat Perintah Pencairan Dana; 
11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; 

12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan; 
13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 

14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau 
Provisional Hand Over; 

15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over. 
 

(12) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur 

evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k paling sedikit 

terdiri dari: 
a. pengamatan gejala bencana; 

b. analisis hasil pengamatan gejala bencana; 
c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; 
d. peringatan bencana; 

e. pengambilan tindakan oleh masyarakat; 
f. lokasi evakuasi; dan 

g. pelaksanaan penyelematan dan evakuasi. 
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(13) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan 

secara berkala oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang 

dimiliki oleh Negara paling sedikit terdiri atas: 
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta 

jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan 
permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran 
dasar; 

b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan 
anggota dewan komisaris perseroan; 

c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan 
laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial 

perusahaan yang telah diaudit; 
d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga 

pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; 

e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota 
komisaris/dewan pengawas dan direksi; 

f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan 
pengawas; 

g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang 
terbuka sebagai Informasi Publik; 

h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik 

berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan 

kewajaran; 
i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; 

j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; 
k. perubahan tahun fiskal perusahaan; 
l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban 

pelayanan umum atau subsidi; 
m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau 

n. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang 
yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 
 

(14) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. 

 

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 8 

(1) Setiap Perangkat Daerah atau BUMD wajib menyediakan 
Informasi Publik setiap saat, kecuali ditentukan lain 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
atas: 

a. Daftar Informasi Publik, yang memuat : 

1. nomor; 

2. ringkasan isi informasi; 

3. pejabat atau unit atau satuan kerja yang menguasai 
informasi; 
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4. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan 

informasi; 

5. waktu dan tempat pembuatan informasi; 

6. bentuk informasi yang tersedia; 

7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip; 

dan/atau 

8. tempat penyimpanan informasi. 

b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau 

kebijakan Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah 
atau BUMD; 

c. seluruh Informasi lengkap yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5; 
d. Informasi tentang organisasi, administrasi, 

kepegawaian, dan keuangan; 

e. surat perjanjian dengan pihak ketiga disertai dengan 
dokumen pendukungnya; 

f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah 
Daerah atau Perangkat Daerah atau BUMD dalam 

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; 
g. syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau 

dikeluarkan disertai dengan dokumen pendukungnya, 

dan laporan tentang ketaatan pelaksanaan izin yang 
diberikan; 

h. data perbendaharaan atau inventaris; 
i. rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah 

atau Perangkat Daerah atau BUMD; 
j. agenda kerja pimpinan Pemerintah Daerah atau 

Perangkat Daerah atau BUMD; 

k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi 
Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana 

layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta 
kondisinya, sumber daya manusia yang menangani 

layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, 
anggaran layanan Informasi Publik serta laporan 
penggunaannya; 

l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang 
ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan 

penindakannya; 
m. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka 

bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan 
dan/atau penyelesaian sengketa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

n. Informasi tentang standar pengumuman Informasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bagi penerima 

izin dan/atau penerima perjanjian kerja; dan 
o. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat 

publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. 
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5. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 11 

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dapat 
mengubah klasifikasi informasi yang dikecualikan. 

(2) Pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat 
dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi. 

(3) Perubahan klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan persetujuan Bupati 

dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

6. Ketentuan ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 14 

(1) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila 
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik 

dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara 
ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk 

perlindungan pertahanan dan keamanan negara. 
(2) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik 

dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia 
ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk 

perlindungan kekayaan alam Indonesia. 
(3) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik 
dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan 
selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan 

ketahanan ekonomi nasional. 
(4) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik 
dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, 

mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan 
ketahanan ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan 
hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu 

yang dibutuhkan. 
(5) Penentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), 
ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan 

mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

7. Ketentuan Ayat (1) dan (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 15 

(1) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik pada akta 

otentik yang bersifat pribadi dan/atau wasiat seseorang 
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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(2) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang bersifat 

pribadi dan dimohonkan oleh pemohon ditetapkan selama 
jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan 

rahasia pribadi seseorang. 
(3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), dapat dibuka jika: 
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan 

persetujuan tertulis; dan/atau 

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang 
dalam jabatan pada Pemerintah Daerah atau BUMD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

(1) PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan yang telah 
habis jangka waktu pengecualiannya menjadi Informasi 

Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum 
berakhirnya jangka waktu pengecualiannya. 

(2) Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) maka Informasi yang dikecualikan 
menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka 

waktu pengecualian.” 
 

 
9. Ketentuan  Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 36 

(1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling 

lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tahun pelaksanaan 
tahun anggaran berakhir. 

 
(2) Salinan LLID Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam 
Negeri dan Komisi Informasi sesuai kewenangan. 
 

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 
terdiri dari: 

a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik; 
b. gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi 

Publik; 
c. rincian pelayanan Informasi Publik; 
d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada; 

e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan 
Layanan Informasi Publik; dan 

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk 
meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik. 

 
(4) Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, 

antara lain uraian mengenai: 
a. sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang 

dimiliki beserta kondisinya; 
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b. sumber daya manusia yang menangani Layanan 

Informasi Publik beserta kualifikasinya; 
c. anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan 

penggunaannya. 
 

(5) Rincian Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, antara lain uraian 
mengenai: 

a. jumlah Permintaan Informasi Publik;  
b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap 

Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi 
tertentu; 

c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan 
baik sebagian atau seluruhnya; dan 

d. jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak 

beserta alasannya. 
 

(6) Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d, 

antara lain memuat: 
a. jumlah keberatan yang diterima; 
b. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan 

pelaksanaannya; 
c. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi 

Informasi yang berwenang; 
d. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi 

Informasi yang berwenang dan pelaksanaanya oleh 
Badan Publik; 

e. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan 

f. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh 
Badan Publik. 

 
 

10. Ketentuan huruf e Pasal 40 dihapus, sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 
 

Pasal 40 

Pemohon Informasi dan Dokumentasi wajib memenuhi 

persyaratan terdiri atas: 

a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang- 
undangan; 

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; 

c. menyampaikan secara jelas jenis Informasi dan 
Dokumentasi yang dibutuhkan; 

d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan 
Informasi dan Dokumentasi yang dapat dipertanggung 

jawabkan; dan 
e. dihapus. 
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11. Ketentuan dalam lampiran I Peraturan Bupati Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah  (Berita 

Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 Nomor 20) 
diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 

12. Ketentuan dalam lampiran II Peraturan Bupati Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah  (Berita 
Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 Nomor 20) 

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

Ditetapkan di Ngamprah 
Pada tanggal 15 Juli 2024 

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT 
 

ttd. 

 

ADE ZAKIR 

 
Ditetapkan di Ngamprah 

Pada tanggal 15 Juli 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 
 

ttd. 

 

R. ERISKA HENDRAYANA 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 15 
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LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 15 TAHUN 2024 
TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG 

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

 
 

STRUKTUR ORGANISASI 
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

 

 
 

 
 

 
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT 

 
ttd. 

 

ADE ZAKIR 
 

 

PEMBINA 

(Bupati/Wakil Bupati) 

PENGARAH 

Atasan PPID 

(Sekretaris Daerah) 

PPID UTAMA 

Kepala Dinas 

Komunikasi, Informatika 

dan Statistik  

PPID PEMBANTU 

Seluruh Perangkat 

Daerah di lingkungan 

Pemerintah  

Daerah Kabupaten 

Bandung Barat 

 

TIM 

PERTIMBANGAN 

Pejabat Eselon II.b. 

Setda, Kepala Perangkat 

Daerah & Kepala Bagian 

 

SEKRETARIAT PLID 

(Diskominfotik) 
BIDANG PENGOLAHAN DATA 

DAN KLASIFIKASI 

INFORMASI 

(Seksi Statistik 

Diskominfotik) 

 

BIDANG PELAYANAN 

INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI 

(Bidang Informasi 

Komunikasi Publik 

Diskominfotik) 

BIDANG FASILITASI 

SENGKETA INFORMASI 

(Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah) 

 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

 



LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 
NOMOR 15 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 

TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 
 
 

 
FORMAT DAFTAR ISIAN PUBLIK 

 

No 
Jenis 

Informasi 

Ringkasan 

Isi 

Informasi 

Unit/Satker 
yang 

Menguasai 
Informasi 

Penanggung 
Jawab 

Pembuatan atau 

Penerbit 
Informasi 

Waktu dan 
Tempat 

Pembuatan 
Informasi 

Tempat 
Penyimpanan 

Informasi 

Bentuk 
Informasi 

yang 
Tersedia 

Informasi Jangka 
Waktu 
atau 

Retensi 
Arsip 

Wajib 
Diumumkan 

Secara Berkala 

Wajib 
Diumumkan 

Serta Merta 

Wajib 
Diumumkan 

Setiap Saat 

Informasi 
yang 

Dikecualikan 

             

             

             

             

             

             

 

 

 

 Pj. BUPATI BANDUNG BARAT 
 

ttd. 

 

                                                                                          ADE ZAKIR 

 


